
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR  188.44/0572/KUM/2023 

TENTANG  

PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK TUNGGAKAN, PENGURANGAN/ 
DISKON POKOK, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN PROGRESIF DAN PEMBEBASAN POKOK 
SERTA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA  
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

TAHUN 2023 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang: a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, 
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau 

sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan 
memperhatikan kondisi Wajib Pajak, serta sesuai ketentuan  
Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan 

dan insentif pajak; 

  b. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan dominan bagi 
Provinsi Kalimantan Selatan, serta dalam rangka mendukung 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Optimalisasi 
Pendapatan dari sektor fiskal Provinsi Kalimantan Selatan,             

oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

peningkatannya; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud         
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur; 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4168); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Taun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi                   
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13           
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);   

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6779); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat 
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 
Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4051); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 6); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3           
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan                 
di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2014 Nomor 51); 

20. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5            

Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012          

Nomor 209); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri          
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019              

Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33         

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5           
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 

Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11            
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2023 Nomor 3); 
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26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13          

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan            

Nomor 129); 

 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14             
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14); 

28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017         

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7); 

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 82); 

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022             

Nomor 87); 

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : 
 

KESATU  : Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Pokok 
Tunggakan, Pengurangan/Diskon Pokok, Pembebasan Sanksi 
Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan 

Progresif dan Pembebasan Pokok serta Sanksi Administrasi Berupa 
Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan 

Kepemilikan Kedua dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2023.  
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KEDUA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor kepada 

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
sebelum tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai 

berikut: 

a. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sampai 
dengan 30 (tiga puluh) hari dan saat tanggal jatuh tempo, 

mendapatkan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari pokok 

pajak; dan 

b. Pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh 
satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal jatuh 

tempo mendapatkan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari 

pokok pajak. 

KETIGA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor kepada 

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor, diberikan pengurangan sebagai berikut: 

a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tertungggak mulai 
dari     11 (sebelas) tahun keatas, mendapat pengurangan dengan 

membayar 10 (sepuluh) tahun pokok pajak tertunggak ditambah 

pokok pajak tahun berjalan; 

b. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tertungggak mulai 

dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, 
mendapat pengurangan dengan membayar 5 (lima) tahun pokok 

pajak tertunggak ditambah pokok pajak tahun berjalan; 

c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tertungggak selama 

selama 5 (lima) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar              
3 (tiga) tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak 

tahun berjalan; 

d. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tertungggak selama              
4 (empat) tahun mendapat pengurangan dengan membayar           

2 (dua) tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak 

tahun berjalan; dan 

e. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tertungggak          
mulai dari 3 (tiga) tahun mendapat pengurangan dengan 
membayar 1 (satu) tahun pokok pajak tertunggak ditambah 

pokok pajak tahun berjalan. 

KEEMPAT  : Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti 
kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama 

pribadi/perusahaan/badan usaha yang berasal dari dalam ataupun 

luar Provinsi Kalimantan Selatan. 

KELIMA    : a. Pengurangan sebesar 50% dari pajak pokok untuk pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pertama bagi Kendaraan 
Bermotor yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang 

telah melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

  b. Pembebasan Progresif diberikan kepada Kendaraan Bermotor 

dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DA; dan 

  c. Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar 

Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya. 
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KEENAM : a. Pembebasan atas pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, 

pengurangan/diskon pokok sebagaimana dimaksud                 
dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilaksanakan         

untuk periode pembayaran mulai tanggal 01 Juli 2023                

sampai dengan tanggal 30 September 2023; dan 

  b. Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT 

dan Diktum KELIMA huruf a, huruf b, dan huruf c,                    
diberikan batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 09 

Desember 2023. 

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 08 Juni 2023 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 

 
SAHBIRIN NOOR 

 

 
Tembusan: 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. 
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. 

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan di Banjarbaru. 

4. Arsip. 

 


